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PERATURAN BUPATI MINAHASA SEL�l'AN 
NOMOR 18 TAHON 2015 

TENT ANG 

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN GURU TIDAK TETAP 
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG SEKOLAH MENENGAH .NTA / 
SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN TAHON 2015 I 

DENGAN RAHMAT TU�"'l YANG !'."'...AHA ESA 

BUPATI MINAHASA SELATAN, 

dan 

a pa tan 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Non Pegaw i N egeri 
Sipil Jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Sekolah 

Menengah Kejuruan Tahun 2015; 

kegiatan dan anggaran di Dinas Pendidikan Pem 

Olahraga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minadas 

tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Guru TidaU: T 

a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan Anggaran 

dan Belanja Daerah Tahun 2015 secara partisipatif, 

efektif, efisien dan akuntabel, perlu adanya pedoman pe elolaan 

Menimbang 

Mengingat 1 
.1.. Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Peml ·- ··- - , _ � ·- 1! LU.K..d.l J 

2. 

Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di rooms. 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta n 2003 

Nomor 30,Tambahan Lembar Negara Republik Inaoresi Nomor 

4273); I 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pe didikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia ah 

N omor 7 8, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Ind 

4286); 

2003 
Nornor 

.. 
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ahun 

intah 

nlang 

ntang 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan , 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Re blik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar1n 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnb ngan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerinta1 

erah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembe 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

5587) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Plem 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 t 

Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 20 �4 t 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik In 

Nomor 5589); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pen 
Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Repuohk Indonesia ahun 

istim 

2012 

elatan 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tetang I 
A 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa 

Tahun 2015 (Lembaran Daerah Ka bu paten MinahaJa 

Tahun 2014 Nomor 10 Seri A); 

1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik In , nesia 

Nomor 3413); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonJsia ahun 

2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik In nesia 

Nomor 4496); j Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tent g 
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Minahasa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
Taru 

N omor 02 Seri A); , .. 

10. 

9. 

I 11. Peratu an ... 
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11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 ten tang /Per abaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,,Kabu�ate/ M. ahasa 

Sela tan Tahun 2015 (Berita Daerah Ka bu paten Mmahasa ela tan 

Tahun 2014 Nomor 29); / 

W.T!'\11.TT""TT�Tr A 'T • 
J.U.C,J.UV .l VO�'I • 

Menetapkan PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN GURU TIDAK TET 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK 

PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG SEKOLAH 

ATAS/MADRASA ALIYAH, SEKOLAH MENEGAH /K 
TAHUN 2015. 

NON 

NON 

RUAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peratui"a.n Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Sel 

2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan. 

3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pe uda dan 

Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Minahasa Selatan. 

5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah ejuruan 
(SMK). 

APBD disingk t Selanjutnya 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015. 

7. Guru adalah Guru Non Pegawai Negeri Sipil Jenjang Sekolah Menenga Atas dan 
I 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

8. Pegawai adalah Pegawai Tidak tetap Non Pegawai Negeri Sipil. 
9. Tunjangan adalah insentif yang diberikan kepada Guru Tidak tetap No Pegawai 

Negeri Sipil dan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

Pemberian Tunjangan Guru dan Pegawai dimaksudkan - - -- ..__ - 1 - --- - -- . ·- _, - - '- 
UH LU� lllCllllll::,!'1..ct mu tu 

pendidikan serta peningkatan kesejahteraan Guru dan Pegawai. 

asal 3 ... 
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Pasal3 

Pedoman Pembayaran bertujuan untuk memberikan pedoman 

pembayaran dan penyaluran tunjangan. 

proses 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal4 

(1) Ruang lingkup pedoman meliputi pembayaran tunjangan yang bersu , er da ri 

APBD. 

(2) Pedoman Pembayaran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah kes 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pembayaran, p aporan, 
I 

pertanggungjawaban dan pengawasan. 

BAB IV 

KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN 
,. 

Pasal5 

Calon penerima tunjangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Guru atau Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendid kan yang 

oleh 

ngampu 

an yang 

yarakat, 

ika n ; 

, Sekolah 

diterbitka yang 

Daerah, 

Keputusan 

Pernerintah 

Surat dengan 

Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) �ta I 
Memiliki nomor rekening tabungan yang masih aktif atas nama p I ne ma pad a 

dibuktikan 

f. 

e. 

secara terus menerus bagi Guru yang bertugas di 

diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai gu 
I 

c. Guru yang bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit 

seratus lima puluh (150) peserta didik pada satu atau lebih satuan 
plnct 

d. Guru yang bertugas di jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah A iya 

Menengah Kejuruan; 

penyelenggara pendidikan; 

b. Memiliki masa kerja sebagai guru atau pegawai secara terus menerus kurang- 

kurangnya 3 (tiga) tahun dengan ketentuan, terhitung mulai Bul n 

Bank Pemerintah yang direkomendasikan oleh Pemerintah; 

g. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik (Non Sertifikasi). 

ABV ... 

I 

I 



5 

BABV 
PENETAPAN GURU/PEGAWAJ. PENERIMA TUNJANGAN 

Pasal 6 

tahun 

ekolah 

terakhir; 

setiap tahun Pelajaran selama 3 (tiga) tahun terakhir; 

d. Fotocopy Rekening aktif pada Bank yang direkomendasikan oleh Pernerin t 

e. Fotocopy 808 sebagai bukti NUPTK/PegID. 

b. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Tidak Tetap 

1. 
c. Fotocopy Surat Keputusan Pernbagian Tugas Mengajar selama 3(tig ) 

I 

Calon Penerima Tunjangan harus memasukan berkas sebagai berikut: 

a. Surat Penyataan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa Guru atau egawai 

tersebut bertugas sebagai guru atau pegawai sejak bulan Juli 20 atau 

sebelumnya; 

Pasal 7 

Guru/Pegawai penerima Tunjangan ditetapkan dengan Keputusan Bupat. 

BAB VI 
PEMBAYARANTUNJANGAN 

Pasal 8 

(Enam 
(1) Pembayaran Tunjangan menggunakan Dana dari APBD Tahun 2015. 

(2) Besaran tunjangan yang dibayarkan untuk guru sebesar Rp. 650.000, 

ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. 

(3) Besaran tunjangan yang dibayarkan untuk Pegawai sebesar Rp. 550.000 0. (Lima e ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. 

Pasa19 

Mekanisrne pembayaran tunjangan menggunakan proses transfer lan sung ke 

rekening Guru/ Pegawai penerima tunjangan. 

BAB VII 

PELAPORAN 

Pasal 10 

(1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga rnelalui Bidang Pendidikan enengah 
rneriy us un laporau realisasi pembayaran seuagai hasil pelak.sa.na.an 1-11 rari yar1g 

kepada (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaik 
Bupati. 
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BAB VIII 
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 11 

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bup 1ti i 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pala 
perundang-undangan. 

. raturan 

Pa�al 12 I 

Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan yang tercantum dalam . raturan 

Bupati ini menjadi dasar dari pihak yang berwenang untuk melakukan 
p1me 

,. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkan. 

iksaan 

Azar setiao orang menaetahuinva. memerintahkan perizundanaan Pera ur � . � � �· • � � I 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selata 

I 

Ditetapkan di AJur 
Pada tanggal 

BUPATI MINAHASA SE 

I 

I 

Bupati 

ng 
015 

ATAN 

UNTU 

Diundangkan di 
Pada tanggal 

Amurang 
2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 

DRS. DANNY H. NDENGAN, M.Si. 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP.19581023 198103 1 012 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 NOM01 
.. 


